
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara /1Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038}; 

4. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2008 tenrang 
Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851}; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terrtarig 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456}; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 ten.tang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan · Daerah Propinsi Su ma tera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

Mengingat : L Pasal 18 ayat (6) .pndang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia ',lfahun 1945; 

' 

Menimbang : bahwa ciengan diundangkannya Perat.urarj Dacrah 
Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kebersihan,. perlu membentuk , Peraturan 
Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nornor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Pelayanan Kebersihan; ;i 

•··. 

'' 
WALI KOTA MEDAN, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KUTA MEDAN NOMOR 10 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI, PELAYANAN KEBERSIHAN 

TENT ANG 

PERATURAN WALI KOTA MEDAN 
NOMOR 31 TAHUN 2018 

WALi KOTA MEDAN 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

\\ ·-~ //l 

t!4!f 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan 
Mardinding Di ;f'vilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta 
Bayu Raja Dan · Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daera'j Tingkat II Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan 
Polonia, ·Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotarriadya 
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya: Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun '2014 Tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbarari 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undarig-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

.i 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara }epublik Indonesia Tah un 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik 
Indonesia Nomor 5059); 
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Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
KEBERSIHAN. 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Wali Kota Medan Nomo1 l T<1,-lf;un 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisa·4~'i, Tugas 
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perarigka ·· Daerah 
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017)\omor 1), 
sebagaimana telah diubah dengan Peratt.'ran Wall 
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017' tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan 
Nornor 1 Tahun j 2017 tentang Kedudukan. 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan 
Tahun 2017 Nomor !fW); 

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelavarian 
Kebersihan (Lembas an Daerah Kota Medan 
Tahun 2012 Nomor _10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 7); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 
/PRT/ T/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana 
dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga [Beri ta Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 

... 
13. Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 
(Berita Negara Re;publik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 274); ;' 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Sampah Rurriah T~Sr.gga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 
Tambahan Lembaran Negara Republik .)ndonesia 
Nomor 534 7); 

... . ' 
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Penata Tingkat I 
NIP. 19620515 199011_ 1 001 

Salinan sesuai dengan. aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAJ)H KOTA MEDAN, 

BAM!ZH 

DZULMI ELDIN S 

ttd 

WALl KOTA MEDAN, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 28 Februari 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangai ..... 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Medan. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Dengan diundangkannya Peraturan tVali Kota ini, maka Peraturan - .. 
Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Medan Nornor 10 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Kebersihan :_J3erita Daerah Kota Medan 
Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

. · .. i ~ I ·,.,, ..• 
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan D1ittrah Kora 
Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi , F\~layanan 
Kebersihan diatur dengan Peraturan Wali Kota. , 1 

/ 

Pasal 2 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, diserahkan kepada Dina.s 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. 

Pasal 1 
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